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KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan
rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan buku ini.
Penulisan buku ini sangat penting dalam proses belajar mengajar
dan merupakan buku ajar mata kuliah Hukum Perbankan. Buku
ajar ini digunakan baik bagi dosen dan mahasiswa dalam mencapai
tujuan pembelajaran.

Buku ajar Hukum Perbankan ini menguraikan tentang
pengertian, jenis dan fungsi dari bank, usaha-usaha yang dilakukan
bank, Lembaga keuangan non bank, sistem dan Lembaga
pengawasan dari perbankan, pengaturan dan pengawasan oleh
otoritas jasa keuangan, ruang lingkup rahasia bank di Indonesia,
kasus dan tindak pidana perbankan serta penelurusan hasil dari
pada tindak pidana perbankan.

Buku ini terdiri dari 8 bab yang dijelaskan secara rinci dalam
pembahasan pada setiap babnya, diantaranya yaitu:

Bab1 Perbankan, Fungsi dan Tujuannya

Bab2 Bank Umum

Bab3 Bank Bentuk Hukum Badan Usaha Perbankan
Bab4 Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank

Bab5 Kebijakan Moneter

Bab 6 Rahasia Bank

Bab7 Tindak Pidana Perbankan

Bab 8 Tujuan Pengaturan dan Pengawasan Bank

Bagi dosen dan mahasiswa akan memperoleh pengetahuan
hukum perbankan melalui pengkajian teoritis ketentuan tentang
perundang-undangan dan pengkajian praktis tentang perbankan,
dengan demikian dosen dan mahasiswa memperoleh pengetahuan
secara komprehensif tentang arti pentingnya jasa perbankan baik
dari aspek hukum maupun ekonomi dalam rangka menunjang
Pembangunan nasional di bidang perbankan.

Kami Penyusun mengucapkan terima kasih atas dukungan
dan bantuan semua pihak sehingga buku ajar ini dapat diselesaikan
dengan waktu yang ditentukan. Penulis menyadari buku ini masih
jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, kami mengharapkan
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segala kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan guna
penyempurnaan buku ini. Semoga buku ini memberikan manfaat
bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang

hukum perbankan.
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BAB PERBANKAN,
FUNGSI DAN
TUJUANNYA

A. Pengertian Bank

Bank berasal dari kata Banco,'yang berarti bangku. Bangku
atau pelaku bank adalah bankir yang melayani kegiatan
operasional bank kepada para nasabah. Bank merupakan
industri jasa yang memberikan pelayanan jasa kepada
masyarakat dan merupakan badan atau lembaga keuangan yang
tugas utamanya menghimpun uang dari pihak ketiga sebagai
perantara untuk menyalurkan permintaan dan penawaran
kredit pada waktu yang ditentukan.

Beberapa ahli perbankan mendefenisikan bank sebagai
berikut :

1. Menurut G.M. Verryn Stuart, bank adalah badan yang usaha
utamanya menciptakan kredit yang bertujuan memuaskan
kebutuhan kredit, baik dengan alat pembayaran sendiri atau
dengan uang yang diperolehnya dari orang lain maupun
dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa
uang giral.

2. B.N. Ajuha mendefenisikan bahwa bank privided mans bay rich
capital is transferred from those who cannot use it profitable do
those who channel do invest without any risk and at a good rate of
interest.? (bank menyalurkan modal dari mereka yang tidak
dapat menggunakan secara menguntungkan kepada mereka

1 Malayu S.P. Hasibuan, Dasar-dasar Perbankan, Cetakan Ketujuh,
Jakarta: Bumi Aksara, 2008, him. 1.

2 Thomas Suyatno dkk., Kelembagaan Perbankan, Cetakan
Kesembilan, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999, hlm. 1.



BAB
BANK UMUM

A. Pengertian dan Fungsi Bank Umum

Kuncoro dalam bukunya Manajemen Perbankan, Teori dan
Aplikasi mengatakan bahwa bank adalah lembaga keuangan
yang menghimpun dana dan menyalurkannya kepada
masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa
dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Oleh karena
itu, dalam melakukan kegiatan usahanya, bank mempunyai
dana agar dapat memberikan kredit kepada masyarakat. Dana
tersebut dapat diperoleh dari pemilik bank (pemegang saham),
pemerintah, Bank Indonesia, pihak-pihak di luar negeri,
ataupun masyarakat dalam negeri. Dana dari pemilik bank
berupa setoran modal yang dilakukan pada saat pendirian bank.

Dana dari pemerintah diperoleh apabila bank yang
bersangkutan ditunjuk oleh pemerintah untuk menyalurkan
dana-dana bantuan. Keuntungan bank diperoleh dari selisih
antara harga jual dan harga beli dana tersebut setelah dikurangi
biaya operasional. Dana-dana masyarakat ini dihimpun oleh
bank dengan menggunakan instrumen produk simpanan yang
terdiri atas giro, deposito, dan tabungan.

Adapun bank umum adalah bank yang dapat
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum
merupakan lembaga keuangan yang menerima deposito atau
simpanan dari masyarakat yang dibayarkan atas permintaan
dan memberikan kredit serta jasa-jasa dalam lalu lintas
pembayaran dan peredaran uang. Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 14 tahun 1967, yang dimaksud dengan bank umum
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BAB | BENTUK HUKUM

A.

BADAN USAHA
PERBANKAN

Dasar Hukum Bentuk Bank

Bentuk hukum bank mengacu pada jenis bank. Bentuk
hukum jenis bank umum berbeda dengan bentuk hukum pada
Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bentuk bank diatur pada Bab 1V,
bagian kedua, bentuk hukum, yaitu pada Pasal 21 Undang-
Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998
tentang Perbankan. Bentuk bank syariah diatur pada Bab III,
bagian kedua, yaitu pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21
tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang hanya mengenal
satu bentuk, yaitu badan hukum perseroan terbatas.

Menurut Muhammad Djumhana, bentuk hukum bank
umum sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (10) Undang-Undang
Nomor 7 tahun 1992 adalah perusahaan perseroan (persero),
perusahaan daerah, koperasi, dan perseroan terbatas. Akan
tetapi, saat ini bentuk hukum tersebut diubah berdasarkan
Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 sehingga bank umum
hanya dapat berbentuk sebagai berikut :14
1. Perseroan terbatas;

2. Koperasi;
3. Perusahaan daerah.

14 Muhamad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, Bandung:

Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 172-177.
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BAB

MERGER,
KONSOLIDASI, DAN
AKUISISI BANK

A. Dasar Hukum Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 tahun

1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank, Presiden

RI menimbang hal-hal berikut:

1.

Bahwa untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat,
efisien, tangguh dan mampu bersaing dalam era globalisasi
dan perdagangan bebas, diperlukan upaya yang dapat
mendorong Bank memperkuat dirinya melalui merger,
konsolidasi dan akuisisi;

Bahwa mengingat Bank adalah badan usaha yang kegiatan
utamanya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat
maka ketentuan merger, konsolidasi dan akuisisi bank perlu
diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah.

Mengingat :

1.

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral

(Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2865);

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
(Lembaran Negara Tahun1992 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran
Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3790);
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KEBIJAKAN
MONETER

A. Pengertian Kebijakan Moneter
Beberapa definisi mengenai kebijakan moneter adalah
sebagai berikut :

1. Kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang
sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu, seperti
menahan inflasi, mencapai pekerja penuh atau lebih
sejahtera, menentukan standar bunga pinjaman, margin
requirement, kapitalisasi untuk bank atau bertindak sebagai
peminjam usaha terakhir melalui persetujuan atau negosiasi
dengan pemerintah lain.

Kebijakan moneter bertujuan untuk mencapai
keseimbangan internal (pertumbuhan ekonomi yang tinggi,
stabilitas harga, dan pemerataan pembangunan),
keseimbangan eksternal (keseimbangan neraca pembayaran),
dan tercapainya tujuan ekonomi makro, yaitu menjaga
stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan
kerja, kestabilan harga, serta neraca pembayaran
internasional yang seimbang. Apabila kestabilan dalam
kegiatan perekonomian terganggu, kebijakan moneter dapat
diterapkan untuk memulihkan (tindakan stabilisasi).
Pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan
oleh sektor perbankan, kemudian diikuti oleh sektor real.

2. Kebijakan moneter adalah upaya untuk mencapai tingkat
pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan
dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. Untuk
mencapai tujuan tersebut, bank sentral atau otoritas moneter
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BAB

A.

58

RAHASIA
BANK

Pengertian Rahasia Bank

Pada dasarnya bank menjalankan prinsip kepercayaan
yang diberikan oleh nasabah untuk menjaga kerahasiaan
rekeningnya. Hal ini sering disebut dengan rahasia bank. Istilah
rahasia bank mengacu pada hal-hal yang berhubungan dengan
interaksi antara bank dan nasabahnya.

Kerahasiaan informasi yang lahir dalam kegiatan
perbankan ini pada dasarnya lebih banyak untuk kepentingan
bank itu sendiri karena sebagai lembaga keuangan, kepercayaan
adalah keutamaan dalam melaksanakan kegiatannya. Untuk
menjamin hal tersebut, pemerintah telah menetapkan hak-hak
nasabah dengan undang-undang, yaitu Undang-Undang
Perbankan.

Di Indonesia, pengaturan rahasia bank untuk pertama kali
dilakukan pada tahun 1960 dengan dikeluarkannya Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 tahun 1960
tentang Rahasia Bank. Pengaturan rahasia bank selanjutnya
mengalami perubahan dari waktu ke waktu yang dapat
dikelompokkan menjadi dua bagian :

1. Pengertian rahasia bank yang hanya meliputi keterangan
mengenai nasabah penyimpan dana dan simpanannya.
Pengertian ini sangat terbatas dan berlaku sejak 10 November
1998 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10
tahun 1998 tentang Undang-Undang Perbankan.



BAB
TINDAK PIDANA

PERBANKAN

A. Pengertian Tindak Pidana Perbankan

Tindak pidana perbankan adalah tindakan (conduct), baik
berupa melakukan sesuatu (commission) atau tidak melakukan
sesuatu (omission), yang menggunakan produk perbankan
(banking product) sebagai sarana tindakan pelaku atas produk
perbankan (banking product) sebagai sasaran tindakan pelaku
yang telah ditetapkan sebagai tindak pidana oleh undang-
undang secara legal dan formal, atau yang ditetapkan sebagai
tindak pidana oleh Undang-Undang Perbankan Indonesia (UU
No. 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10
tahun 1998).

Undang-Undang Perbankan Indonesia menegaskan
bahwa setiap perilaku yang bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku (khusus) bagi bank
merupakan tindak pidana sebagaimana diatur oleh peraturan
perundang-undangan perbankan Indonesia, yaitu Undang-
Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 dan berbagai
Peraturan Bank Indonesia.

B. Sanksi bagi Pelaku Tindak Pidana Perbankan
Pada Pasal 47 disebutkan sebagai berikut :
1. Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari
Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42 dengan sengaja memaksa
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